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ABSTRAK

Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah Indonesia menerapkan
protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas diluar rumah kepada masyarakat
yang disebut lockdown dan social distancing demi mencegah penyebaran
coronavirus disease 2019 (covid-19). Dari aturan tersebut banyak instansi-instansi
pemerintahan yang mengeluarkan aturan baru bagi karyawannya agar tetap
optimal melaksanakan pekerjaan namun tidak meninggalkan protokol kesehatan
yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Salah satu yang mengeluarkan aturan baru
tersebut adalah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dengan aturan sebagai
berikut, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dan Intruksi Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas da
Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Covid-19. Berdasarkan hal
tersebut, permasalahan yang diteliti adalah analisa terhadap sistem peradilan
pidana indonesia akibat pendemi coronavirus disease 2019 (covid-19) di
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana sistem peradilan pidana
indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun
2020, bagaimana pandangan penegak hukum terhadap efektivitas sistem peradilan
pidana indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu
tahun 2020, bagaimana cara untuk meminimalisir kendala yang timbul dalam
sistem peradilan pidana indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Permasalahan yang telah dirumuskan tersebut
akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan
kata lain disebut penelitian hukum sosiologis. Adapun data yang digunakan yaitu
data primer yang bersumber dari wawancara dan beberapa peraturan perundang-
undangan serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dan Intruksi Jaksa Agung Nomor 5 tahun
2020, Ranah Hukum di Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan persidangan secara
virtual. Dan dalam persidangan secara virtual tersebut terdapat satu permasalahan
hukum vyaitu pengaturan hukum untuk persidangan perkara in absentia belum
jelas, selain itu juga terdapat beberapa kendala lain seperti kurangnya fasilitas
sarana dan prasarana penunjang persidangan secara virtual, tidak stabilnya
jaringan internet di Kabupaten Rokan Hulu dan kurang optimalnya pengedukasian
tentang sidang virtual kepada masyarakat awam.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Pandemi Virus Corona, Sidang Virtual
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ABSTRACT

The year 2020 is the year when the indonesian goverment applies health
protocols and restrictions on outdoor activities to communities called lockdown
and social distansion to prevent the spread of coronavirus disease (covid-19). Of
these many government agencies that issue new rules for their employees to stay
optimized for jobs but not abandon the health protocols that the government has
encouraged. One that issued the new rules was the supreme court and the attorney
general with the rules as here, the rules of the supreme court number 4 year 2020
on electronic administration and trial and attorney general of the republic of
indonesia’s number 5 year 2020 on task force policies litigation management
during the covid-19 prevention period. Based on things the problem was the
analysis of the judical system indonesian criminal induced by injection of
coronavirus disease (covid-19) in district of Rokan Hulu at year 2020.

This research has a problem of how the justice system works indonesia’s as
a result of coronavirus disease (covid-19) in the district of Rokan Hulu at year
2020. is the outlook of enforcement laws on the effectiveness of the indonesian
criminal justice system as a result of coronavirus disease (covid-19) in the district
of Rokan Hulu at year 2020, how to minimize internal constraints indonesian
criminal justice system as a result of coronavirus disease (covid-19) in the district
of Rokan Hulu at year 2020. The problem that has been formulated will be
answeres by an empirical normatizing research method called sosiological law
research as for the primary data generated by the interviews and some of the
regulatory regulations and secondary data are sourced from jurnal, encyclopedias,
a learge indonesian dictionary and the internet.

The research concludes that according to the 2020 supreme court ruler
number 4 and the 5 year general prosecutor’s report 2020. District of Rokan Hulu
legal domain has convened the trial the virtual. And in the virtual trial there is a
legal problem with the legal setting for te absentia case trial not clear, and there
are other obstacles such as the lack of facilities and the hosting infrastructure of
the trial virtual, the unstable internet network in the upstream tackle district and
the lack of optibility for orientation virtual trial to the common people.

Keywords : Criminal Justice System, CoronaVirus Disease, Virtual Trial
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